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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

  

Untuk menjalankan tugas-tugas negara dan melaksanakan 

pembangunan, negara membutuhkan biaya, yang salah satunya diperoleh 

dari penerimaan perpajakan. Pajak tersebut merupakan sumber pendapatan 

terbesar bagi negara. Dalam APBN terdapat rencana Penerimaan 

Perpajakan. Rencana tersebut merupakan tujuan yang harus dikejar oleh 

Pemerintah guna mendapatkan modal untuk pembiayaan belanja negara. 

Namun dalam mengejar tujuan yang terkandung dalam rencana 

Penerimaan Perpajakan tersebut, terdapat masalah di penerimaan 

perpajakan karena adanya Tunggakan Pajak dari Wajib Pajak. Kemudian, 

pajak yang lalai dilunasi oleh Wajib Pajak akan terakumulasi menjadi 

tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak, sehingga 

cenderung mengurangi penerimaan pajak. Hal ini dapat menimbulkan 

resiko berkurangnya pendapatan Negara yang dapat mengakibatkan defisit 

APBN secara tidak langsung.  

Tunggakan pajak tersebut menimbulkan sanksi yang dibebankan 

kepada Wajib Pajak sebagai subjek pajak yang tidak memenuhi kewajiban 

pajaknya. Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga penagihan, 

sebagai sanksi hukum, merupakan instrumen penting dalam tatanan 

hukum pajak di Indonesia, guna menjaga konsistensi terlaksananya aturan 

hukum tersebut. Namun pada kenyataannya, sanksi administrasi 

perpajakan berupa bunga penagihan tersebut menimbulkan hambatan bagi 

Negara (sebagai Fiskus) maupun orang/badan (sebagai Wajib Pajak). 

Bunga Penagihan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) 
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Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), menentukan bahwa 

terhadap pajak yang belum dilunasi, dikenakan bunga sebesar 2% tiap 

bulannya. Hal ini tidak menjadi sebuah masalah, apabila bunga tersebut 

mampu dibayarkan oleh Wajib Pajak. Namun kumulasi bunga tersebut 

dapat mencapai nominal yang begitu besar, sehingga Wajib Pajak 

kehilangan kemampuan untuk membayarnya, dan bunga tersebut akan 

terus diakumulasi tanpa ada waktu tertentu yang menjadi batas maksimal 

jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

Sehingga, setelah melakukan penelitian terhadap kejanggalan dari 

peraturan tersebut, penulis berpendapat bahwa diperlukan adanya 

instrumen hukum yang menjadi acuan kapan dihentikannya kumulasi 

sanksi administrasi perpajakan berupa bunga penagihan terhadap 

tunggakan pajak yang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat 

meminimalisir resiko tidak dibayarkannya utang pajak tersebut akibat 

jumlah bunga yang terbilang besar. 

Kemudian, untuk memulihkan pendapatan negara yang terhambat 

akibat tunggakan pajak yang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak, penulis 

berpendapat bahwa gijzeling merupakan upaya hukum yang tepat untuk 

memaksa Wajib Pajak membayar tunggakan pajak yang belum dibayarkan 

olehnya kepada negara, melalui pembatasan kebebasan dari Wajib Pajak 

tersebut. 

5.2 Saran 

 Penulis menyarankan agar dalam pembaharuan UU KUP 

selanjutnya, maupun Peraturan Pelaksana Perpajakan, dipertegas mengenai 

kapan kumulasi dari Bunga Penagihan yang diatur pasal 19 ayat (1) dan 

ayat (2) UU KUP berakhir. Serta, sebaiknya Bunga Penagihan tidak 

menjadi bagian dari Rencana Pendapat Negara Melalui Perpajakan dalam 

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya. 
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